
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK KORBAN 

PENELANTARAN OLEH ORANG TUA BERDASARKAN                    

UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014                                                 

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 

TESIS 

 

 

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  

Gelar Magister Hukum (M.H) 

 

Disusun Oleh : 

                                                   ANA AL-ULYA 

                           02012681822010 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

 TAHUN 2021 



 



 

 



 

 

 



 

 

MOTTO: 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.                                        

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan yang lain)” 

(QS. Al-Insyirah: 6-7) 

 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

(Ar-Ra’ad:11) 
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ABSTRAK 

Setiap anak memiliki hak-hak asasi yang telah dilindungi dan diberikan oleh 

Negara. Hak anak tersebut diatur dalam UUD pada Pasal 28 B ayat (2) dan dalam 
UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan hukum 
terhadap anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, penelantaran dan perlakuan salah, demi terwujudnya anak Indonesia 
yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, tetapi dalam hal perlindungan dan 
penangan terhadap penelantaran anak belumlah berjalan secara efektif dan belum 

secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum, Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yaitu Pendekatan 

Perundang-undangan, Pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus. penting 
diangkat permasalahan (1) Perlindungan hukum terhadap hak anak korban 
penelantaran oleh orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang perlindungan anak. (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran 
anak oleh orang tua dalam lingkup keluarga. (3) Penegakan hukum terhadap orang 

tua yang menelantarakan anaknya serta bentuk pemeliharaan anak dimasa yang 
akan datang. Bentuk perlindungan secara khusus terhadap anak diatur pada pasal 
66 yang dimana merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan 

masyarakat. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal ini akses terhadap 
pemenuhan hak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai 

dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial sebagai upaya pemulihan 
terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma 
jangka panjang. penelantaran anak oleh orang tua disebabkan oleh faktor internal 

dan eksternal. Penegakan ini telah diatur dalam pasal 305 KUHP dan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 77B dan 76B dimana dari penegakan hukum 

tersebut diharapkan kedepannya dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak 
pidana penelataran anak terutama oleh orang tua sehingga tidak ada lagi pelaku 
penelataran serta pemeliharaan anak dimasa yang akan datang mendapat perhatian 

yang lebih baik dari keluarga maupun Pemerintah. 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak, Penelantaran Anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalamisuatu kehidupan berbangsaidan bernegara dikenal institusiiterkec i l 

yaitu sebuahiikeluarga yang merupakaniiunit terkecil dalam masyarakatiitempat 

anak tumbuhidan berkembang secaraiwajar menuju generasi mudaiyang potensial 

untuk pembangunaninasional.1 Pada dasarnyaianak adalah tunas harapanibangsa 

yang akaniimelanjutkan eksistensi bangsaiiIndonesia. Pada merekalahinterletak 

masa depaninbangsa, anakpun menjadiindambaan keluarga diharapkanindapat 

meneruskan keturunaniidengan kualitas yangiilebih baik, anak merupakaniiaset 

bangsa sebagianiidari generasi berperan sangatiistrategis sebagai penerusiisuatu 

bangsa, peraninstrategis ini didasari olehinmasyarakat internasionalinuntuk 

melahirkan sebuahinkonvensi yang intinyainmenekankan posisi anakinsebaga i 

manusia yangiharus mendapat perlindunganiatas hak-hak yangidimilikinya.2 

Anak merupakan subjekiihukum yang memilikiiihak daniikewajiban. Hak 

itu memberiikenikmatan dan keleluasanikepada individu yangimelaksanakannya, 

sedangkanikewajiban merupakan pembatasanidan beban.3 Hak anakiadalah bagian 

dari hakiiasasi manusia yang wajibidijamin, dilindungi, danidipenuhi olehiorang 

                                                                 
1 Waliman Hendro Susilo, 1984, Masalah Perlindungan Anak Ditinjau dari sudut 

pembinaan Generasi Mendatang, Jakarta, Bina Cipta, hlm. 3 
2 Arif Gosita, 1984, Masalah Perlindungan Anak , Jakarta, Cet. II, Akademindo Presindo, 

hlm. 4 
3 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 33 
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tua, masyarakat, pemerintah, daninegara.4 Setiap anakiberhak untukiberkembang 

sesuaiiidengan bakat daniiminatnya, orang tuaiimemiliki tanggungjawabiipenuh 

                                                                 
4 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang  

No. 35 Tahun  2014 Tentang  Perlindungan Anak Pasal 1 angka 12 
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terhadapinpertumbuhan dan perkembanganinanaknya yang belumindewasa. 

Tanggung jawab iniiimemberikan kewajibanipada orang tua untukimelakukan yang 

terbaikibagi anak-anaknya. 

Perlindunganinhukum terhadap anak dapatindiartikan sebagaiinupaya 

perlindungan hukuminterhadap berbagai kebebasanindan hak asasiinanak 

(Fundamental Rightsiand Freedom ofiChildren) serta berbagaiikepentingan yang 

behubungan denganikesejahteraan anak.5 Perhatianidalam bidangiperlindungan 

anak menjadiiisalah satu tujuaniipembangunan. Didasari bahwaiidalam proses 

pembangunan, akibatintidak adanyainperlindungan anak akaninmenimbulkan 

berbagai masalahinsosial yang dapatinmengganggu jalannyainpembangunan, 

mengganggu ketertibanidan keamanan.6 

Perlindunganiianak berdasarkan Pancasilaiidan Undang-UndangiiDasar 

Negara RepublikiIndonesia Tahuni1945 serta prinsip-prinsipidasar konvensiihak 

anak, meliputi antarailain : 

1. NoniDiskriminasi 

2. Kepentingan yangiterbaik bagiianak 

3. Hak untukihidup,kelangsunganihidup, perkembanganidan 

4. Penghargaan terhadapipendapat anak. 

Hak-hakinyang melekat padaiidiri harus diperjuangkan secara serius. 

Pelaksanaan perlindungan hak anak dijadikan dengan ketentuan-ketentuan yang 

menjamin perlidungan hukum bagi anak. Upaya-upayaiperlindungan anakiharus 

                                                                 
5 Waluyadi, Hukum perlindungan Anak, Bandung: Mandiri maju, 2009, hlm 1. 
6 Irma Setyo Wati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan  Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 

1990, hlm 10. 
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telah dimulaiisedini mungkin agarikelak dapat berpartisipasi secaraioptimal bagi 

pembangunanibangsa dan negara dalamiPasal 2 ayat (3) dan (4)iUndang-Undang 

Republik IndonesiaiNomor 4 Tahuni1979 tentang KesejahteraaniAnak.7 

Upaya perlindunganiidan kesejahteraan anakidapat diwujudkanidengan 

dukunganiikelembagaan daniiperaturan, anak dalamiipengertian yangiiumum 

mendapat perhatianitidak saja dalam ilmuipengetahuan, tetapi dapatidiperhat ikan 

dari sisiiipandang centralistisiikehidupan, sepertiiagama, hukum daniisisiologis 

yang menjadikanianak semakin nasionalidan aktual dalam lingkunganisosial.8 

Mengingat begitu pentingnya hak-hak anak, kesejahteraan anakiadalah hak 

asasi anakiiyang harus diusahakaniibersama,9 negara dalam hal ini juga ikut 

memberikan perhatian dan menjaminnya, yakni dengan dibuatnya beberapa 

peraturan perundang – undangan sesuaiidengan apa yang telahidiamanatkan oleh 

konstitusi negara, diantaranya yang terbaru adalah Undang-UndangiNo.35 Tahun 

2014iitentang PerlindunganiiAnak, dimana dalamiiPasal 20 dinyatakan bahwa 

Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluargaiidan Orang Tua berkewajibanidan 

bertanggung jawabiterhadap penyelengaraan perlindunganianak. Lebihispes ifik 

lagi mengenaiiikewajiban memelihara daniimendidik anak, Undang-undang 

Nomor 1 Tahuni1974 tentang PerkawinaniPasal 15 ayat (1) dan (2)imenyebutkan 

bahwa: Keduaiiorang tua wajib memeliharaiidan medidik anak-anakiimereka 

                                                                 
7 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia , Jakarta, PT. 

Pajagrafindo persada, hlm.1 
8 Maulana Hasan Wadang, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak , Jakarta: Gramedia 

Widiasarana: 2003, hlm. 1 
9 Arif Gosita, 1984, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Cet. II, Akademindo Presindo, 

hlm. 3 
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sebaik-baiknya. Kewajibaniuntuk memelihara danimendidik berlaku sampaiianak 

tersebutimelakukan perkawinan atauimereka belum mampuimendiri, meskipun 

perkawinan antaraikeduanya berakhir/putus. 

Sejatinya perlindungan anakibertujuan untuk melindungi danimenjamin 

terpenuhinya segala hak anakinagar dapat hidup, tumbuh, berkembangiidan 

berpartisipasiiisecara optimal sesuaiiiharkat dan martabatiikemanusian, serta 

memberikan perlindunganidari berbagai macam kekerasan maupunidiskriminas i 

untuk terwujudnyaianak yangisehat, berkualitas danisejahtera sebagai generasi 

penerus bangsa. Kekerasan dan diskriminasi merupakan faktor yang menjadi 

penghambat terwujudnya masa depan anak yang gemilang dan merdeka, sehat dari 

segi jasmani dan rohani. 

MenurutinHelfer “penelantaran atauibneglect adalah interaksiinatau 

kurangnya interaksiiantar anggota keluarga yangimengakibatkan perlukaaniyang 

disengaja terhadapikondisi fisik dan emosiianak. 

MenurutiiHenry yang menyebut kasus penelentaran daniipenganiayaan 

yang dialamiianak-anak dengan “istilahiBattered Child Syndrome, yaituise t iap 

keadaan yangidisebabkan kurangnyaiperawatan dan perlindunganiterhadap anak 

oleh orangtuaiatau pengasuhilain.”10 Tindakan penelantaranitersebut kebanyakan 

mengarah padaikealpaan atau kelalaianiyang disebabkan karena kondisiisos ia l 

ekonomi keluargaiyang amatiretan. 

                                                                 
10Alan David Aris, Kekerasan Pada Anak, 

http://amartha.student.umm.ac.id/category/kekerasan/, 29 Januari 2010, hlm. 1. Diakses Pada Hari 

Selasa Tanggal 01 Februari Tahun 2020. 
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Penelantaranimerupakan salah satuibentuk dari kekerasan denganicara 

membiarkan anakiidalam situasi giziiiburuk,  kurangiigizi  (malnutrisi), tidak 

mendapatkaniiperawatan maksimal, sertaiimemaksa anak pada berbagaiiijenis 

pekerjaan yangiimembahayakan pertumbuhan daniiperkembangan anak, seperti 

pengemis, pengamen, anakijalanan, buruhipabrik,  pembantu rumahitangga, dan 

pemulung. Dalam haliini, Rusmil Kusnandiimenjelaskan  apabila orangitua tidak 

dapat memenuhiikebutuhan anak, baik kebutuhanifisik, psikis ataupuniemosi, tidak 

memberikaniperhatian dan sarana untukiberkembang sesuai denganitugas 

perkembangannya jugaimerupakan tindakanipenelantaran. 

Menurutiiundang-undang yang termasukidalam tindakan atauiperbuatan 

penelantaranimeliputi : 

a. Tindakaniiyang mengakibatkan tidakiiterpenuhinya kebutuhan anakisecara 

wajar, baikiifisik, mental, spiritual maupunisosial (Pasal 1iibutir 6 Undang-

Undang PerlindunganiAnak). 

b. Tindakaniiatau perbuatan mengabaikaniidengan sengaja kewajibaniiuntuk 

memelihara, merawat, atauimengurus anak sebagaimanaimestinya (Pasali13 

ayat (1) hurufic, Undang-Undang PerlindunganiAnak). 

 Termasukididalamnya penelantaran anakiadalah: 

a. Penelantaranimuntuk mendapatkan perawatanimkesehatan, misalnya        

mengingkari adanyaipenyakit serius padaianak. 

b. Penelantaran   untukinmendapatkan   keamanan, misalnyaibcedera  yang 

disebabkan kurangnyaipengawasan dan situasiirumah yangimembahayakan. 

c. Penelantaraniemosi, tidak memberikaniiperhatian kepada anak,  menolak 

keberadaanianak. 



6 

 

 
 

d. Penelantaraninpendidikan, anak tidakiimendapatkan pendidikaniisesua i     

denganinusiannya, tidak membawaibanak ke sarana pendidikaninatau    

menyuruh anakiimencari nafkah untukikeluarga, sehingga terpaksaiiputus 

sekolah. 

e. Penelantaranifisik, yaitu jika anakitidak terpenuhi kebutuhanimakan, pakain, 

atau tempatibtinggal  yang  layak  untukibmendapatkan tumbuhikembang 

secaraioptimal. 

Kekerasan atau diskriminasi terhadap anak terdapat beberapa macam jenis 

dan bentuknya, antara lain adalah kekerasanisecara fisik, psikisiiatau mental, 

kekerasan seksualidan kekerasan atau diskriminasi dalam hal ekonomi - sosial 

berupa penelantaran yang kesemuanya itu merupakan hal – hal yangidilarang oleh 

undang-undang. Penelantaran sebagaimana dimaksud adalah penelantaran terhadap 

orang dalam lingkupiirumah tangga termasuk anakiiyang meliputi penelantaran 

dalamiimemberikan kebutuhan hidup baik mulai dari kebutuhan pendidikan, 

kesehatan, perhatian dan lain sebagainya. 

Khusus dalam hal ini Penulis membahas realitas tentang penelantaran anak. 

Penelantaran sangatinsulit diketahui, sebab kasusinpenelantaran anak umumnya 

terjadiidalam ruang lingkupirumah tangga itu sendiri, yaituidilakukan olehiiorang 

dekat dari anak tersebut, misalnya orang tua maupun saudaranya. Seorang anak 

dikatakan terlantaribukan karena iaisudah tidak memiliki salahisatu orang tuaiatau 

keduanya, pengertianianak terlantar terdapatidalam Pasal 1 angkai6 Undang-

UndangiNomor. 35 Tahun 2014iperubahan atasiUndang-Undang Nomor. 23 Tahun 

2002iiTentang Perlindungan Anakiyang menyebutkanibahwa: “Anak terlantar 
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adalahianak anak yang karenaisuatu sebab tidakiterpenuhi kebutuhan dasarnya 

denganiwajar, baikirohani, jasmani, maupunisosial.” 

Tindakipidana penelantaran anakimerupakan bagian dari bentukikekerasan 

terhadapianak, karena ia termasukidalam kekerasan anak secaraisosial, kekerasan 

terhadap anakiibukan hanya identik denganikekerasan yang kasatimata, seperti 

kekerasan terhadapifisik daniseksual. Tindak pidana penelantaran terhadap anak 

tersebut dari tahun ke tahun jumlah kasusnya semakin banyak.  

Komisi PerlindunganiAnak Indonesia (KPAI) mengungkapkanikejad ian 

kasus penelantaraniianak oleh orang tuainsendiri terus meningkat diiiset iap 

tahunnya, Hinggaiisaat  ini  masih  adaibsekitar  4,1  juta  anakinterlantar  di  

Indonesia. Diantaranyain5.900  anak  yang  menjadiinkorban  perdagangan  

manusia,  3.600inanak bermasalah denganiihukum, 1,2 juta balita terlantaridan 

34.000 anakinjalanan.11 Seiring denganinnmaraknya  penelantaraninnanak,  

perlindungan  terhadapimanak  sangatindiperlukan agarimhak-haknya  tidak  

dirugikan  olehinsiapapun,  tak  terkecualiiioleh  kedua  orangiituanya. 

Tabel 1 

Data Kasus Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Tahun 2014-2019 

No JENIS KASUS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KET 

1. Anak Pelaku Melawan 

Hukum 

49 63 39 2 2 2 157 

2. Kekerasan Seksual 49 59 47 14 14 12 195 

3. Kekerasan Fisik 25 35 35 10 5 6 115 

4. Kekerasan Psikis 6 2 1 3 4 4 20 

5. Hak Kuasa Asuh 23 20 24 36 15 15 133 

                                                                 
11Wisnu Adi Nugroho, Mensos: Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Mencapai 4,1 juta 

http://jateng.antaranews.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-41 

juta.html Antara Jateng.com, 15 Mei 2015. diakses pada hari Selasa, 18 Februari 2020. 



8 

 

 
 

6. Penelantaran 14 17 15 15 15 3 29 

7. Perlindungan Khusus 14 45 7 13 6 2 87 

8. Perdagangan 

Anak/Traficking 

2 8 1 0 0 0 11 

 JUMLAH 172 239 159 83 51 44 747 

Sumber: Laporan Pengaduan dan Pementauan Komisi Perlindungan Anak Daerah 

kota Palembang Tahun 2014-2019 

 

Pada tahun 2013 sampai dengan April 2020 berdasarkan laporan Unit PPA 

Sat. Reskrim Polresta Palembang, menemukan kasus penelantaran dalam rumah 

tangga yang melibatkan anak di bawah umur dapatidilihat dari tabel diibawah ini: 

Tabel 2 

Data kasus Penelantaran dalam rumah tangga di unit PPA Polrestabes 

Palembang 

No Tahun Perkara/ Pasal Jumlah 

1 2016 

Penelantaran Dalam Rumah Tangga/ 49 

UU RI 23 tahun 2014 

24 

2 2017 18 

3 2018 22 

4 2019 27 

5 2020 30 

Sumber : Unit PPA Sat. Reskrim Palembang 

Fenomena kelalaian dan penelantaranianak merupakan permasalahaniyang 

seringiiterjadi di masyarakat, anak yangiimenjadi korban penelantaraniiser ing 

kurang memperolehiiperhatian publik secaraiiserius karena penderitaaniiyang 

dialami korbanidianggap tidak dramatisisebagaimana layaknyaianak-anak yang 

teraniaya secarainfisik, padahal jelas telah disampaikan pada pembahasan 

sebelumnya bahwa anak terlantariadalah anak-anak yangikarena suatu sebabitidak 

terpenuhi kebutuhanidasarnya denganiwajar, baikirohani, jasmani, maupunisos ia l. 

Terlantar di siniiijuga dalam pengertianiiketika hak-hak anak untukiitumbuh 

kembang secaraiiwajar, hak anak untukiimemperoleh pendidikan yangiilayak, 
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kesehatan yangimemadai tidak terpenuhiikarena kelalain, kurangnyaipemahaman 

orangitua, karena ketidakimampuan, atau karenaikesengajaan. 

Pada kondisi yang berbeda penelantaran terhadap hak – hak anak masih juga 

dapat ditemukan manakala terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Meskipun 

perihal tentang pemenuhan hak anak termaktub dalam Amar Putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap melalui persidangan, namun pada kenyataanya jaminan 

hukum bagi pemenuhan hak anak tersebut masih belum dirasakan secara optimal.  

Pelaksanaan amar putusan yang benar – benar dilakukan biasanya hanya sebatas 

putusnya hubungan suami – istri saja, dan kebanyakan orang tua lalai terhadap amar 

putusan lainnya, salah satu contohnya adalah dalam hal memenuhi kebutuhan anak 

– anaknya setelah perceraian.  

Berdasarkan data yang diperoleh kajian tentangiitindak pelanggaran 

terhadap hakianak, kasus penelantaranianak masuk dalam kategoriichild abuse. 

secara teoritisipenelantaran adalah sebuahitindakan baik disengajaimaupun tidak 

disengaja yangimembiarkan anak tidakiterpenuhi kebutuhanidasarnya (sandang, 

pangan, papan). Penelantaranipada anak tidak terpenuhiimengenal alasanimotivas i 

ataupuniiinstansi. Ciri-ciri yangiimenandai seorang anak dikategorikaniterlantar 

menurut BagongiSuryanto adalah: 

a. Merekaibiasanya berusia 5-18itahun,  

b. Anak yangiiterlantar adalah anakiyang biasanya lahir dariihubungan seks 

diluar nikahidan kemudian merekaitidak ada yang mengurusikarena orang 
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uanya tidakisiap secara psikologisimaupun ekonomi untukimemelihara anak 

yangidilahirkannya. 

c. Anak yangiikelahirannya tidak direncanakaniiatau diinginkan olehikedua 

orang tuanyainatau keluargainbesarnya, sehingga cenderunginrawan 

diperlakukanisalah. 

d. Meskipun kemiskinanan bukanlah satu-satunyaipenyebab anak ditelantarkan 

danitidak selalu pulaikeluarga miskin akanimenelantarkan anaknya. Tetapi 

bagaimanapuniiharus diakui bahwaiitekanan kemiskinandaniikerentanan 

ekonomi keluargainakan menyebabkan kemampuaninmereka dalam 

memberikanifasilitas dan memenuhi hakianaknya menjadi sangatiterbatas. 

e. Anak yangiiberasal dari keluargaiiyang broken home, korbaniperceraian 

orangiitua, anak yang hidupiditengah kondisi keluarga yangibermasalah, 

pemabuk, kasar, korbaniPHK, terlibat narkotikaidan sebagainya. 

Di antara beberapa contoh tindakan orang tua yang melakukan penelantaran 

antara lainisebagai berikut : 

a. Padaitanggal 15 mei 2015 kasusitindak pidana penelantaranianak yang 

terjadi diiiCibubur bekasi olehiipasangan suami istri UtomoiPermono 

dan NuriIndria Sari karena menelantarkani5 anaknya di sebuahipos 

kamling diiipemukiman rumahiwarga, pelaku yangimelakukan tindak 

pidanaiipenelantaran anak iniiiadalah orang tuaiikandung dari anak 

tersebut. SelainiKUHP yang juga mengaturitentang hukumanipidana 

bagi orangitua kandung yangimelakukan tindak pidanaiipenalantaran 

anak adalahinUndang-Undang Nomorin35 Tahun 2014intentang 
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Perlindungan anakipada Pasal 77ihuruf (b) tentang ketentuanipidana 

yang menyebutkanibahwa : 

“SetiapiOrang yang melanggariketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasalii76 (B), dipidana denganiipidana penjara palingilama 5 (lima) 

tahundan/atau denda dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana 
dipidanaiidengan pidana penjaraiipaling lama 5 (lima) tahun 
dan/atauidenda paling banyakiRp100.000.000,00 (seratus jutairupiah)” 

 
b. Contohiikasus yang serupa terjadiidi Jakarta Utara yaituioleh seorang 

ayah TigoriJujur Sopar Monang yangimenelantarakan anaknyaiyang 

berumur (7) Tahunidengan maksud untukimelepaskan diriipadanya, hal 

ini didasariikarena adanya dendamiyang di simpan oleh suamiikepada 

sangiiistri yang meyebabkaniianaknya yang menjadi subjekiikorban 

pelampiasaniidendam siiipelaku. Dalam KUHPiidan Undang-undang 

Nomor. 35iiTahun 2014 pada Pasalii1 ayat (2) tentangiiperlindungan 

anak, sudah adaiijaminannya bahwa orangiitua berkewajibaniiuntuk 

memenuhi, melindungiidan menjamin hak-hakianak untuk dapatihidup, 

tumbuh kembangiianak, serta kepentinganiiterbaik bagi anakiisecara 

optimal sesuaiidengan harkat martabatikemanusiaan dan telahidiputus 

oleh PengadilaniiNegeri Jakarta Utara denganiiNomor Perkara. 696/ 

PID.B / 2014 / PN.JKT.UT denganidiputus pidana penjaraiselama 5 

(Lima) Bulanidan denda sebesariRp.1.000.000.- (satu jutairupiah) 

c. Penelantaraniiterhadap anak juga dapatiidilakukan melaluiiiberbaga i  

cara, salahiisatunya  dengan cara membuangibayi  yang masihihidup 

untuk ditemukanioleh orang lain. Sebagaimanaidalam satu contohiyakni 

kasus pembuanganiibayi terjadi di Surakartaindengan melibatkan 
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pasanganiimuda-mudi belumiimenikah. Bayi dariiipasangan pelaku 

tersebut baruiberumur tiga hari danidibuang di depan pintuiYayasan 

PemeliharaaniAnak dan Bayi (YPAB)  KelurahaniiKandang  SapiiiRT  

01/  RWin33,  Kecamatan  Jebresinpada  hari Mingguintanggal 22 

Novemberi2015, sekitar pukuli23.30 WIB.  Kemudianibpara pelaku  

mengamati dariikejauhan dan setelahimengetahui  bayinyaiiditemukan  

olehiwarga,  pelaku  langsungikabur.12 

Banyakiaturan hukumiiyang telah ditetapkaniiagar dapat menjeratiipelaku, 

akan tetapiiimasih saja pelakuiidapat terhindar dariiijerat hukum karenaiimas ih 

adanya celahiidari hukumiitersebut. Usaha untuk mencegah dan memberantas 

tindak pidana penelantaran anak dapat dilakukan dengan cara melaksanakan aturan 

hukum secara tegas sehingga dapat tercapai kepastian hukum. 

Masalahimengenai apakah sebaiknyaiorang tua kandung yangimelakukan 

tindakiipidana penelantaran anakiiini dijatuhi sanksi pidanaiiatau tidakiiada lah 

merupakan haliyang dilematis bagiipara penegakihukum, karena diisatu sisi anak 

masih membutuhkaniperawatan dan diasuhioleh orang tuanya, sementaraidisisi lain 

anakiditelantarkan dan ditinggalkanioleh orang tua kandungnyaiapabila orang tua 

kandungiyang melakukan tindakipidana ini dijatuhiisanksi pidana.13 Dengan 

demikian, aparatipenegak hukum sepertiipihak kepolisian, kejaksaan, pengacara, 

                                                                 
12 Arie Sunaryo, Merdeka.com, Buang  Bayi  di  Solo,  polisi  tangkap  2   mahasiswa 

Yogyakarta, dalam https://www.merdeka.com/peristiwa/buang-bayi-di-solo-polisi-tangkap -2-

mahasiswa-yogyakarta.htmldiakses pada hari Selasa, 21 Januari 2020 pukul 20.05 
13Noning Ferawati, Kasus penelantaran anak, 

http://print.kompas.com/baca/2015/05/15/Kasus -Penelantaran-Anak%2c-Hari-IniPo lisi-Geledah-

Rumah Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 21 Januari Tahun 2020 
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daniihakim yang nantiiiakan memutuskan apakahiikeadilan harusiiditegakkan 

melaluiiipenghukuman yakni memberikaniihukuman sanksi kepadaiiorang tua 

kandungiitersebut atau melalui pendekataniipemulihan rasaikeadilan (restoratif 

justice) denganimembina dan memberikanibantuan pemberdayaan bagiimereka. 

Bagan 1 

Kerangka perlindungan Anak dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Perlindungan Anak 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 

Hak-Hak anak 

Konvensi hak-hak anak, meliputi : 

1. Hak untuk mendapatkan nama/identitas  

2. Hak untuk memiliki kewarganegaraan 

3. Hak memperoleh perlindungan 

4. Hak memperoleh makan 

5. Hak atas kesehatan 

6. Hak berekreasi 

7. Hak mendapatkan Pendidikan 

8. Hak bermain 

9. Hak berperan dalam pembangunan 

10. Hak untuk mendapatkan kesamaan 

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak 

1. Nondiskriminasi 

2. Keperluan yang paling baik bagi anak 

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan 

perkembangan 

4. Penghargaan kepada pernyataan anak 

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang 

perlindungan anak Pasal 13 ayat (1) “setiap anak selama dalam 

pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain maupun yang 

bertanggungjawab atau pengasuhan berhak mendapat 

perlindungan dari perilaku: 

1. Diskriminasi 

2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 

3. Pelantaran 

4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan 

5. Ketidak adilan dan 

6. Perlakuan salah lainnya. 

 Anak 

Faktor anak 

ditelantarkan: 

1. Faktor keluarga 

2. Faktor 

Pendidikan 

3. Faktor ekonomi  

4. Faktor kesehatan 

 

Dampak anak 

yang 

ditelantarkan: 

1. Dampak Fisik 

2. Dampak psikologi 

3. Dampak sosial 
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Oleh karenanya, perlu adanya perhatian yang lebih dan kebijakan yang bisa 

dirasakan dan memberikan keberpihakan kepada hak anak dari para pihak yang 

memangku kepentingan mulai dari Pemerintah Pusat hingga daerah, maupun 

masyarakat karena penelantaran hak anak akan berdampak serius bagi masa depan 

bangsa, sebab anaklah yang kelak menjadi penerus pengisi kemerdekaan bangsa.  

Berdasarkaniilatar belakang yangidiuraikan di atas, menarikiuntuk dikaji dalam 

bentuk penelitianiitesis yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak 

Anak  Korban Penelantaran oleh Orang Tua berdasarkan Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkaniiuraian pada latar belakangidi atas, maka rumusanimasa lah 

yang dibahas dalamtiesis iniiadalah: 

1. Bagaimana perlindunganihukum terhadap anak korbaniPenelantaran oleh 

orang tuainberdasarkan Undang-UndanginNo. 35 tahun 2014intentang 

perlindunganianak? 

2. Hal-hal apakahiyang menjadi faktoripenyebab terjadinya penelantaranianak 

dalam lingkupikeluarga? 

3. Bagaimana Penerapan Peraturan Penegakan hukum perlindungan anak 

korbanipenelantaran oleh orangitua di masa yang akanidatang? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkanipermasalahan diiatas, maka tujuanipenelitian iniiuntuk: 

a. Untuk menjelaskan daniimenganalisis perlindungan hukumiiterhadap 

anak korbanipenelantaran oleh orangitua. 

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis hal-hal apa yang menjadi faktor 

penyebab terjadinya penelantaran anak oleh orangtua dalam lingkup 

keluarga. 

c. Untuk menjelaskan dan menganalisis Penerapan perlindungan anak 

korbanipenelantaran oleh orangitua di masa yang akanidatang. 

2. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitianiini diharapkan dapatidiperoleh manfaat baikidari 

segi teoritisimaupun praktis, yaitu sebagaiiberikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitianiini diharapkan dapat digunakan sebagaiisumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmuimhukum bidangimhukum 

perlindunganianak dan kesejahteraanianak khususnya mengenaiitindak 

pidana penelantaranianak yang marak terjadiidinegara Indonesiaisaat ini 

denganibanyak faktor alasaniekonomi, kemiskinan, konflikirumah 

tangga, keterpakasaanidan lainnya dihubungkanidengan hukumipidana 

di Indonesia.  bahan masukan dalam rangka penyempurnaan peraturan-

peraturan Perundang-Undangan untuk pembentukan hukum Nasional, 

terutama hukum pidana serta diharapkan dapat mengisi kekosongan 

hukum, dengan demikian tidak terjadi kefakuman dalam hukum. 
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b. ManfaatiPraktis 

Penelitian iniidiharapkan dapat memberikanimanfaat sebagai 

bahan informasiidan acuan untuk instansi terkait/pemerintah maupun 

peran serta masyarakat didalam menghadapi anak yang menjadi korban 

penelantaran dan sebagaiiisumbangan pemahaman bagiiimasyarakat 

luas danipihak pihak yangiterkait terhadap tindak pidanaipenelantaran 

anak yangiiterjadi marak diiiIndonesia saat ini dihubungkanidengan 

hukum perlindunganianak diiIndonesia. 

D. Kerangka Teori 

1. Grand Theory 

Teori Keadilan 

Kata “keadilan” dalamibahasa Inggrisiadalah “justice” yang berasalidari 

bahasaiilatin “iustitia”. Kata “justice” pada teorinya, Aristoteles ini sendiri 

mengemukakan keadilan ialah tindakaniyang terletak diantara memberikaniter la lu 

banyak danijuga sedikit yang dapatidiartikan ialah memberikanisesuatu kepada 

setiap orangiisesuai dengan memberiiiapa yang menjadiiihaknya. Pandangan 

Aristoteles tentangiikeadilan bisa didapatkaniidalam karyanyaiinichomachean 

ethics, politics, danirethoric. Spesifik dilihatidalam buku nicomacheaniethics, buku 

ituisepenuhnya ditujukan bagiikeadilan, yang, berdasarkanifilsafat hukum 
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Aristoteles, mestiidianggap sebagai intiidari filsafat hukumnya, “karenaihukum 

hanya bisaiditetapkan dalam kaitannyaidengan keadilan”14  

Padaiipokoknya pandangan keadilaniiini sebagai suatu pemberianiihak 

persamaan tapiibukan persamarataan. Aristotelesimembedakan hakipersamaanya 

sesuai denganiihak proposional. Kesamaaniihak dipandangan manusiaiisebaga i 

suatu unitiatau wadah yangisama. Inilah yang dapatidipahami bahwa semuaiorang 

atau setiapiwarga negara dihadapanihukum sama. Kesamaan proposional memberi 

tiapiorang apa yang menjadiihaknya sesuai denganikemampuan dan prestasiiyang 

telahidilakukanya. Lebihilanjut, keadilan menurutipandangan Aristotelesidibagi 

kedalam duaimmacam keadilan, keadilan “distributief” daninkeadilan 

“commutatief”. Keadilanidistributif ialah keadilaniyang memberikan kepadaitiap 

orang porsiinmenurut pretasinya. Keadilanincommutatief memberikaninsama 

banyaknya kepadaisetiap orang tanpaimembeda-bedakan prestasinyaidalam hal ini 

berkaitan denganiperanan tukar menukaribarang danijasa.15 

2.  Middle Range Theory 

       Teori Perlindungan Hukum 

Teori perlindunganihukum merupakan salah satu teori yang sangat penting 

untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini padaiiperlindungan hukumiiyang 

diberikan kepadainmasyarakat. Oleh karenainitu, teori perlindunganiihukum 

merupakan teori yangimengaji dan menganalisis tentangiwujud atau bentukiatau 

                                                                 
14 L.J. Van Alperdorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 

2008, hlm. 11 
15 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, 

Bandung, 2004, hlm. 25. 
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tujuaniiperlindungan, subjek hukumiiyang dilindungi serta objekiiperlindungan 

yang diberikanioleh hukum kepadaisubjeknya.16  

Kaitan denganiiPerlindungan hukum, PhilipusiiM. Hadjoniiberpendapat 

bahwa : 

Perlindungan hukumiimerupakan perlindungan harkatiidan martabatidan 

pengakuhan terhadapihak asasi manusiaiyang dimiliki oleh subjekihukum 

dalam negaraiihukum dengan berdasarkaniipada ketentuan hukumiiyang 

berlaku diinnegara tersebut guna mencegahinterjadinya kesewenang-

wenangan. Perlindunganinhukum itu padaiiumumnya berbentukiisuatu 

peraturanimtertulis, sehingga sifatnyaimlebih mengikat danimakan 

mengakibatkan adanyaiisanksi yang harus dijatuhkaniipada pihakiiyang 

melanggarnya.17 

 

Istilahiiperlindungan hukum merupakaniiistilah yang perluiidikaitkan 

dengan adanyain pencederaan   terhadap   hak-hak inanggota   masyarakatinba ik   

yang dilakukaniioleh  sesama  masyarakat,  maupuniioleh  penguasa.  Philipus i iM. 

Hadjon membedakaniperlindungan hukumimenjadi 2 (dua)imacam, yakni:  

1. Perlindunganimhukum   preventif   adalahimperlindungan   hukumimyang 

diberikan  olehinpemerintah  dengan  tujuaninuntuk  mencegahinsebe lum 

terjadinyainpelanggaran. Hal  iniinterdapat  dalam  peraturaninperundang-

undangan    denganimnmaksud    mencegah    suatu    pelanggaranimnserta 

memberikan rambu-rambuinatau batasan-batasan dalaminmelakukan suatu 

kewajiban.  Denganindemikian  perlindungan  preventifinmerupakan  bentuk 

perlindungan   hukuminyang diarahkan   lagi   bagiimterlindunginya   hak 

seseorang dariikemungkinan terjadinyaipelanggaran oleh orang lainiatau pihak  

                                                                 
16 Darwan Prinst., Op.,Cit., hlm. 263 

17 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Bina Ilmu, 

Surabaya, (Selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon II) hlm. 205 



19 

 

 
 

ketiga  secarainmelawan  hukum.  Perlindunganinhukum  preventifinsangan  

besar  artinyaiibagi  pemerintah  yangiididasarkan  pada  kebebasanibertindak,  

karena  denganinadanya  perlindungan  hukuminyang  preventifiiterdorong  

untukiibersikap hati-hati  untukiimengambil  keputusan  yangididasarkan pada 

diskresi.  

2. Perlindunganinhukum   represif   yangimbertujuan   untukimmenyelesaikan 

permasalahan atauisengketa yangitimbul.18 

MenurutimnSatjipto    Rahardjo    dalamimnbukunya    berjudulimIlmu    

Hukum, perlindunganiihukum  adalah  memberikaniipengayoman  terhadapiihak  

asasiiimanusia  (HAM)  yangindirugikan  orang  lainibdan  perlindungan  itu  

diberikanibkepada masyarakat agariidapat menikmati semuaiihak-hak  yang 

diberikan olehihukum.19  

Perlindunganimhukum   memberikan   jaminanimsetiap   orangimuntuk 

memperoleh iihak-haknya  untuk  menyelesaikaniisengketa  yang  terjadi,  dimana 

perlindunganiihukum  berfungsi  jugaiiuntuk  memberikan  keadilaniiserta  dapat 

menjadi saranaiuntuk mewujudkanikesejahteraan bagiirakyat. 

3. Applied Theory 

Teori Penegakan Hukum 

Berbicaraibmasalah penegakan hukuminsebenarnya tidak terlepasiida r i 

pemikiran-pemikiraniitentang efektifitasiihukum. Menurut SoerjonoiiSoekamto  

bahwa masalahiefektifitas hukum berhubunganierat dengan usaha yangidilakukan 

                                                                 
18 Ibid, Hlm.177 
19 ArifGosita 1, op.,cit, Hlm.7 
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agar hukumiitu benar-benar hidupidalam masyarakat, dalamiartian berlakuisecara 

filosofis, yuridisidan sosiologis 20. Berlakuisecara filosofis berartiibahwa hukum itu 

berlakuiisebagaimana yang dikehendikiiiatau dicita-cita oleh adanyaihukum 

tersebut. Berlakuisecara yuridis, berarti sesuaiidengan apa yang dikehendakiiatau 

dicita-citakan olehiadanya hukumitersebut. Berlaku secaraiyuridis, berartiisesua i 

dengan apaiiyang telah dirumuskan, daniberlaku secara sosiologisiberarti hukum 

itu dipatuhiiioleh warga masyarakat. PandanganiiSoerjono Soekantoiitersebut 

memang tepatindan baik-baik saja, secarainfilosofis, subtansiibhukumnya 

mencerminkan kehendakirakyat dan nilai-nilaiikeadilan merupakanipencerminan 

kehendak penguasainyang membuat hukum/yanginabsolut. Penegakinhukum 

bukanlah semata-matainberarti pelaksanaan perundang-undanganinwalaupun 

didalam kenyataaniidi Indonesia kecenderungannyaiiadalah demikianiisehingga 

pengertian “LawiEnforcement” begituipopular. 

                                                                 
20 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

Pidato Pengukuhan (14 Desember 1983) 
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BAGAN II 

Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : rangkuman dari pemikiran penulis 

 

 

 

 

Kerangka Teori 

Grand Theory 

Grand Theory ini, menggunakan Teori keadilan 

Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak 

proposional. 

Middle Range Theory 

Middle Range Theory dalam penelitian ini, menggunakan teori 

Perlindungan Hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang 

wujud, bentuk atau tujuan perlindungan. 

Applied Theory 

Applied Theory menggunakan Teori Penegakan Hukum 

Soerjono Soekanto, bahwa masalah efektifitas hukum 

berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu 

benar-benar hidup dalam masyarakat. 
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E.  Metode Penelitian 

     1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitianindalam penulisan tesis ini adalahinpenelitian hukum 

Normatif, yang mengkajiiipenerapan kaidah-kaidahiiatau norma-normaiida lam 

hukumipositif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitianikepustakaan 

atau studiidokumen yangiditujukan hanya pada peraturan-peraturaniyang tertulis 

atau badan hukum yangiilain.21 Peter MahmudiiMarzuki menjelaskaniibahwa 

penelitian hukumiadalah yang bertujuan untukimempelajari tujuanihukum, nilai-

nilaiikeadilan, validasi aturanihukum, konsep-konsepihukum.22 

2.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan  masalah  yang  dipergunakan  dalam  penulisan tesisiiini  adalah  

pendekataninperundang-undangan (normatifinapproach), Pendekatan Konseptual 

(conceptualiapproach)  daniPendekatan kasus (caseiapproach).23 

a.  PendekataniiPerundang-Undangan (normatifiapproach)  

merupakaniipenelitian yang mengutamakaniibahan hukum yangiiberupa 

peraturan perundang-undanganisebagai bahan acuanidasar dalamimelakukan 

penelitian. Pendekataniperundang-undangan (statuteiapproach) biasanyaid i 

gunakan untukinmeneliti peraturan perundang-undanganinyang dalam 

penormaannya masihiterdapat kekurangan atauimalah menyuburkaniprak tek 

penyimpangan baikindalam tataran teknisibatau dalamibpelaksanaannya 

                                                                 
21 Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif  (Suatu Tinjauan 

Singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23 
22 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian hukum, Kencana, Jakarta, hlm 22. 
23Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang memepengaruhi penegakan hukum, Penerbit 

Rajawali, Jakarta, 1983. 
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dilapangan. Pendekataniiini dilakukan denganiimenelaah semuaiiperaturan 

perundang-undangan yanginbersangkut paut denganiipermasalahan (isu 

hukum) yanginsedang dihadapi. Pendekataninperundang-undanganinini 

misalnya dilakukanibdengan mempelajariinkonsistensi/kesesuaian antara 

Undang-UndangibDasar dengan Undang-Undang, atauiiantara Undang-

Undang yangiisatu dengan Undang-Undangiiyang lain. Suatuiipenelit ian 

normatif tentuibharus menggunakan pendekatanibPerundang-Undangan, 

karena yangiakan diteliti adalah berbagaiiaturan hukum yang menjadiifokus 

utama sekaligusitema sentral suatuipenelitian.24  

b.  Pendekatanikonseptual (conceptualiapproach)  

merupakan jenis pendekatan dalamiipenelitian hukum yangiimemberikan 

sudut pandangianalisa penyelesaian permasalahanidalam penelitianihukum 

dilihat dariiiaspek konsep-konsep hukumiiyang melatarbelakanginya, atau 

bahkan dapat dilihat dariiinilai-nilai yang terkandungiidalam penormaan 

sebuah peraturaninkaitannya dengan konsep-konsepinyang digunakan. 

Sebagian besariijenis pendekatan iniiidipakai untuk memahamiiikonsep-

konsep yangiberkaitan dengan penormaanidalam suatuiperundang-undangan 

apakah telahiisesuai dengan ruh yangiiterkandung dalamiikonsep-konsep 

hukum yangibmendasarinya. Pendekatan iniiiberanjak dariiipandangan-

pandangan daniidoktrin-doktrin yang berkembangiidi dalam ilmuiihukum. 

Pendekatan iniimmenjadi penting sebabinmpemahaman terhadap 

                                                                 
24 Ibid. hlm.22 
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pandangan/doktriniiyang berkembang dalamiiilmu hukum dapatiimenjad i 

pijakan untukimembangun argumentasi hukumiiketika menyelesaikaniiisu 

hukum yangidihadapi. Pandangan/doktriniakan memperjelas ide-ideidengan 

memberikaniipengertian-pengertianiihukum, konsepiihukum, maupuniiasas 

hukum yangirelevan denganipermasalahan 

c. PendekataniKasus (caseiapproach)  

Merupakan salahiisatu jenis pendekatan dalamiipenelitian hukuminormatif 

yang penelitiiimencoba membangun argumentasiihukum dalamiperspek tif 

kasus konkritibyang terjadi dilapangan, tentunyainkasus tersebutinera t 

kaitannya denganiikasus atau peristiwa hukumiiyang terjadi diiilapangan. 

Untuk ituiibiasanya jenis pendekataniiini tujuannya adalahiuntuk mencari 

nilai kebenaraniiserta jalan keluar terbaikiiterhadap peristiwa hukumiyang 

terjadi sesuaiiidengan prinsip-prinsipiikeadilan. Pendekatan iniiidilakukan 

dengan melakukaniitelaah pada kasus-kasusiiyang berkaitan denganiiisu 

hukum yangidihadapi. Kasus-kasusiyang ditelaah merupakanikasus yang 

telah memperolehiputusan pengadilan berkekuatanihukum tetap. Halipokok 

yang dikajiipada setiap putusan tersebutiadalah pertimbangan hakimiuntuk 

sampai pada suatuimkeputusan sehingga dapatindigunakan sebagai 

argumentasi dalamimemecahkan isu  hukumiyang dihadapi. 

Dengan menggunakan pendekataniikasus peneliti wajibiimemahami 

Ratio decidendiiyaitu alasan-alasan hukumiyang digunakan olehihakim untuk 

sampai padaiputusannya,25  mencari ratioiilegis dan   dasar ontologisilahirnya   

                                                                 
25 Peter Mahmud marzuki, Penelitian hukum, (Jakarta: Prenada  Group. 2010)  hlm.119 
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peraturan-peraturaninyang berkenaan denganiisu hukum yang dibahasiinilah 

yang disebutidengan pendekataniperundang-undangan.  

Setelahindiketahui ratiolegis danindasar ontologis dariimperaturan  

tersebut makaimpeneliti  akan  mencocokkanimdengan  konsep-konsep,  

pandangan-pandangan, daniidoktrin-doktrin  yang  berkembangindalam  ilmu  

hukum  yangiiberkaitan  dengan isuihukum yang dibahas, caraiyang demikian 

ini yangidisebut dengan pendekatanikonseptual 

3. Jenis dan Sumber bahan-bahan hukum 

Penelitian iniiitermasuk penelitian hukumiinormatif,26 makaiijenis bahan 

hukum yang digunakaniadalah bahan hukum sekunder. Jenis dan bahan-bahan 

hukumiyang digunakan dalamipenelitian ada 3 (tiga) macam mengacu kepada tata 

caraipenyusunan sumber bahan-bahanihukum menurut SoerjonoiSoekanto, maka 

bahan hukumiiprimer, bahan hukumiisekunder dan bahan hukumiitersier yang 

meliputi sebagaiiberikut: 

a.  Bahan hukumiprimer 

Bahan hukumiprimer yaitu  bahan-bahanihukum yang mengikat,27 terdiriidari: 

a. Norma (dasar) atau kaedah berdasarkaniKitab Undang-UndangiHukum 

PidanaiKUHAPidana. 

                                                                 
26 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002, Penelitian Hukum Normatif; suatu tinjauan 

singkat, PT. RadjaGrafindo Persada,Jakarta,  hlm 12-14. 
27 Soerjono Soekanto, Op.,Cit, hlm.52 
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b. Peraturan Perundang-Undangan dibidang hukum Pidana dalamiibentuk 

peraturaniiPerundang-Undangan yang berkaitan denganiUndang-Undang 

Nomori35 tahun 2014itentang Perlindungan Anak. 

b. Bahan hukumisekunder 

Bahanihukum sekunder adalah bahan yang memberikanipenjelasan mengena i 

hukumiprimer, yang terdiriidari :28 

a.  Literatur- literatur yangiberkaitanidengan permasalahan; 

b.  Makalah yang berkaitan dengan permasalahan; 

c.  Hasil karya ilmiah pakar hukum; 

d.  Pendapat pakar hukum. 

c.  Bahanihukum tersier 

Bahanihukum tersier adalah bahanihukum yang memberikan petunjukimaupun 

penjelasan terhadapibahan hukum primeridan bahan hukumisekunder, seperti 

kamus hukumidan kamus umumibahasa Indonesia, artikel, koran, internetidan 

ensiklopidia.29 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulanidata yangiidigunakan oleh peneliti adalahimela lui 

penelaah dataiyang diperoleh dalamiperaturan perundang-undangan, bukuiteks, 

                                                                 
28 Bambang Waluyo, 1999, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm.7-8 
29 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press,Jakarta,  hlm 52. 
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jurnal, hasiliipenelitian, ensikopedia, daniilain- lain, melalui inventarisasiidata 

secarainsistematis daninterarah, sehingga dieperolehingambaran apakahiiterdapat 

dalam suatuipenelitian, apakahisuatu aturan bertentanganidengan aturan yangila in 

atauiitidak, serta menggunakanitekhnik pengumpulanidata melalui studiilapangan 

dengan mendapatkanindata primer sebagaiiipelengkap dariindata skunder yang 

dianggap perluidan berkaitan denganipenelitian. Setelah memperoleh bahan-bahan 

hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-

bahaninhukum denganincara mengadakan sistematisasiinterhadap bahan-bahan 

hukumiitertulis. Sistematisasiiiberarti membuat klasifikasiiiterhadap bahan-bahan 

hukum untukimemudahkan pekerjaanianalitis danikonstruksi. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Keseluruhaniidata yang telahiidiperoleh kemudian dianalisisiyaitu dengan 

analisis yuridisikualitatif, yakniiimetode penelitian yaniibertitik tolak dariinorma-

norma, asas-asas, pengertianiiyang berkaitan denganiihukum perlindunganiianak 

dan peraturaniiperundang-undangan yangiiada sebagai normaihukum positif yang 

kemudianidianalisis secara kualitatifisehingga tidak menggunakanirumus ataupun 

angka. penulisimjuga    menggunakanimperaturan  perundang-undanganinyang  

berkenaan denganinisu  hukum  yangindibahas  serta  akaniimenganalisis  melalui  

konsep-konsepiilmu hukum yangirelevan dengan isuihukum yang diangkatida lam 

penelitianiini. data-data disusunisecara teratur danisistematis kemudianidianalis is 

untuk ditarikisuatu kesimpulan 
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6. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir Analitis dan 

preskriptif, yaitu denganicara berfikir mendasaripada hal-hal yangibersifat umum 

kemudian ditarikinkesimpulan.30 Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh 

penulis menggunakan metode deduktif, proses yanginterjadi dalaminmetode 

dedukasi adalahinkonkritisasi, karena hal-halinyang dirumuskan secarainumum 

diterapkan padainkaedah khusus. Jadi aturaninhukum yang bersifatinumum 

dijabarkan dalamiwujud aturan-aturan hukumikonkrit, sehingga dapatiditafsirkan 

dan disimpulkaniimengenai aturan-aturaniiyang bersifat khusus.31 Yaituiitentang 

perlindunganihukum terhadap anak korbanipenelantaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
30 Soerjono Soekamto, pengantar penelitian hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.52. 
31 Amirudin dan zainal Askin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. 

Radja Grafindo Persada, Hlm.42. 
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